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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Promosi
1. Pengertian Promosi

Promosi merupakan salah satu unsur utama dalam bauran

pemasaran yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara

perusahaan dan konsumen untuk memperkenalkan produk,

memengaruhi sikap, serta mendorong keputusan penggunaan jasa atau

produk tertentu.14 Dalam konteks layanan keuangan digital, promosi

tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi mengenai

keberadaan aplikasi, tetapi juga membujuk calon pengguna untuk

melakukan registrasi melalui penawaran insentif, seperti voucher atau

bonus saldo. Oleh karena itu, pembahasan mengenai promosi menjadi

landasan teoritis yang penting untuk menganalisis praktik promosi

voucher dalam registrasi aplikasi perbankan digital dari perspektif

hukum ekonomi syariah.15

Secara terminologis, promosi dipahami sebagai bentuk komunikasi

persuasif yang dirancang untuk menginformasikan, membujuk, dan

mengingatkan konsumen mengenai produk dan jasa suatu perusahaan.

Dalam literatur pemasaran, promosi ditempatkan sebagai bagian dari

bauran promosi (promotional mix) yang meliputi periklanan, promosi

penjualan, penjualan personal, hubungan masyarakat, dan pemasaran

langsung. Dalam praktik perbankan digital, unsur promosi ini sering
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diwujudkan melalui kampanye di media sosial, pemasaran berbasis

aplikasi, serta aktivitas langsung di ruang publik yang memanfaatkan

keuntungan ekonomis seperti voucher atau cashback.

2. Tujuan dan Fungsi Promosi

Tujuan utama promosi adalah menciptakan kesadaran,

membangkitkan minat, mendorong keinginan, dan pada akhirnya

menggerakkan tindakan konsumen terhadap produk atau jasa yang

ditawarkan.16 Pada tahap awal, promosi berfungsi memberikan

informasi yang memadai kepada calon pengguna mengenai

karakteristik, manfaat, dan mekanisme penggunaan suatu produk atau

layanan. Dalam konteks layanan perbankan digital, promosi berbasis

insentif seperti voucher berfungsi untuk menarik perhatian dan

mendorong calon nasabah melakukan registrasi aplikasi, meskipun

kebutuhan awal terhadap layanan tersebut belum terbentuk secara

optimal.

Selain itu, promosi berperan dalam membentuk citra dan posisi

(positioning) lembaga keuangan di benak masyarakat. Bank digital

yang menawarkan promosi berupa voucher, bonus saldo, atau

potongan biaya transaksi berupaya membangun citra sebagai layanan

yang menguntungkan, mudah diakses, dan adaptif terhadap kebutuhan

masyarakat di era digital. Fungsi promosi ini sejalan dengan praktik

promosi yang dilakukan dalam layanan perbankan digital, di mana

pemberian insentif pada saat registrasi menjadi sarana untuk
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meningkatkan jumlah pengguna sekaligus memperkuat citra lembaga

sebagai institusi yang peduli terhadap perkembangan teknologi.

3. Bauran Promosi (Promotional Mix)

Bauran promosi (promotional mix) terdiri atas beberapa elemen

utama, yaitu periklanan (advertising), promosi penjualan (sales

promotion), penjualan personal (personal selling), hubungan

masyarakat (public relations), dan pemasaran langsung (direct

marketing).17 Masing-masing unsur memiliki karakteristik dan fungsi

yang berbeda, namun secara keseluruhan bertujuan untuk

menyampaikan pesan yang konsisten kepada sasaran pasar. Dalam

praktik promosi perbankan digital, elemen bauran promosi dapat

diterapkan secara simultan sesuai dengan karakteristik layanan dan

target pengguna.

Promosi penjualan (sales promotion) memiliki ciri khas berupa

pemberian insentif jangka pendek untuk mendorong penggunaan

produk atau jasa. Bentuk promosi ini dapat berupa kupon, voucher,

potongan harga, hadiah langsung, atau program cashback yang

memberikan keuntungan ekonomis langsung bagi konsumen.

Penawaran voucher yang diberikan kepada calon pengguna pada saat

proses registrasi aplikasi perbankan digital dapat dikategorikan sebagai

bentuk promosi penjualan, karena dirancang untuk mempercepat

pengambilan keputusan dan mendorong tindakan registrasi dalam

waktu singkat.
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4. Promosi Digital dan Insentif Voucher

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah

mendorong pergeseran strategi promosi dari media konvensional

menuju media digital berbasis aplikasi dan platform daring. Layanan

keuangan digital, termasuk bank digital, memanfaatkan promosi

berbasis aplikasi untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan

efisien. Dalam skema ini, promosi tidak hanya dilakukan melalui

penyampaian informasi, tetapi juga dengan pemberian insentif berupa

voucher, bonus saldo, atau potongan biaya bagi pengguna yang

bersedia melakukan registrasi atau aktivitas tertentu di dalam aplikasi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa promosi berbasis

voucher, diskon, dan cashback dalam layanan digital memiliki

pengaruh signifikan terhadap minat dan keputusan penggunaan

konsumen.18 Insentif tersebut dipandang efektif untuk mendorong

pengguna baru mencoba layanan serta meningkatkan intensitas

penggunaan di kalangan pengguna yang sudah ada. Dalam konteks

penelitian ini, promosi voucher yang dilakukan melalui kombinasi

interaksi langsung di ruang publik dan sistem aplikasi digital

mencerminkan penerapan strategi promosi yang menggabungkan

pendekatan personal dan keuntungan ekonomis.
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5. Promosi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, istilah promosi tidak disebutkan

secara eksplisit sebagaimana dalam literatur pemasaran modern,

namun substansi kegiatannya dapat dipahami dalam kerangka umum

muamalah yang mengatur interaksi dan transaksi antar manusia.19

Promosi pada dasarnya merupakan bagian dari aktivitas penyampaian

informasi (at-ta‘rīf) dan upaya menarik minat (at-tarwīj) terhadap

suatu produk atau jasa, selama dilakukan dalam koridor kejujuran,

keterbukaan, serta tidak mengandung unsur penipuan atau

kedzaliman.20Dengan demikian, setiap bentuk promosi tidak hanya

dinilai dari efektivitasnya dalam menarik konsumen, tetapi juga dari

kesesuaiannya dengan prinsip etika muamalah yang menuntut

kejelasan akad, tidak merugikan pihak manapun, dan terhindar dari

praktik yang diharamkan, seperti riba, gharar, dan maysir.

Dalam praktik kontemporer, lembaga keuangan syariah

memanfaatkan promosi sebagai sarana komunikasi untuk

memperkenalkan produk, membangun kepercayaan, dan membentuk

citra lembaga di mata masyarakat.21 Berbagai bentuk promosi baik

melalui media digital, kampanye di ruang publik, maupun interaksi

langsung dengan calon nasabah pada hakikatnya merupakan aktivitas
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at-tarwij yang menimbulkan hubungan hukum tertentu antara pihak

yang mempromosikan dan pihak yang menerima informasi. Oleh

karena itu, setiap skema promosi perlu dikaji dari sisi kejelasan

informasi, transparansi syarat dan ketentuan, serta kesesuaiannya

dengan prinsip keadilan dalam muamalah sebelum kemudian dianalisis

lebih lanjut mengenai bentuk akad yang melandasinya.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, promosi pada dasarnya

diperbolehkan selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip kejujuran,

keadilan, dan tidak mengandung unsur penipuan atau kedzaliman

terhadap salah satu pihak.22 Informasi yang disampaikan dalam

kegiatan promosi harus jelas, transparan, dan tidak menyesatkan,

sehingga calon konsumen memahami hak dan kewajiban yang timbul

dari transaksi yang dilakukan. Pemberian voucher dalam kegiatan

promosi dapat dikaitkan dengan konsep hadiah (hibah) dan akad

ju‘alah, yaitu janji pemberian imbalan atas suatu pekerjaan tertentu.

Pihak pemberi promosi menjanjikan voucher atau bonus saldo kepada

calon pengguna yang bersedia melakukan serangkaian tindakan,

seperti mengunduh aplikasi, melakukan registrasi, memverifikasi data,

dan memenuhi ketentuan tertentu.
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Ayat yang harus menjadi rujukan promosi itu adalah (Q.S At-

Taubah: 105) 23

ۖ وَ لْع مُ ؤْ لِ اؤُ وِ لَ علُ ول وُ وِ ؤَ لَ وَ وِ وْ اهَل ف يوسو ىورو لَعٱ وِ ؤْ ا مَ لُ وِ

وَ لَع وِ وَوؤ ؤَ ْلّ لْ ِ وِ ام َ لَ ىويلوَْبنل مَ ِلو وَ اُاَ وِ يؤلم اؤُيو مَ ِمُ وْ ىموُإٰ وَ لَتِ لّسو وو وِ

Artinya : “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul-
Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan.” (Q.S. At-Taubah: 105)

Dari ayat ini dijelaskan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan

dan diberikan balasan atas apa yang kamu kerjakan di hari akhir kelak.

Yang dimaksud bekerjalah adalah kita bekerjalah dengan semestinya,

jujur, ulet, tekun, disiplin dan tidak mengerjakan apa yang Allah

larang. Dan kita bekerja harus mengikuti syariat dari Al-Qur’an dan

sunnah dalam setiap melakukan pekerjaan kita.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, keabsahan praktik

promosi tersebut bergantung pada kejelasan akad, keterbukaan

informasi mengenai syarat dan ketentuan promosi, ketiadaan unsur

paksaan dan kerugian sepihak.24 Dengan demikian, teori promosi

dalam pemasaran perlu dipahami dan dianalisis secara terpadu dengan

prinsip-prinsip muamalah untuk menilai kesesuaian praktik promosi

voucher dalam registrasi aplikasi perbankan digital dengan nilai-nilai

syariah.
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B. Hibah
1. Pengertian Hibah

Hibah merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah yang

termasuk kategori akad tabarru’, yakni akad kebajikan yang bertujuan

memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa adanya tuntutan imbalan.

Secara terminologis, hibah diartikan sebagai pemindahan hak milik atas

suatu harta atau manfaat dari seseorang kepada orang lain ketika pemberi

masih hidup dan dilakukan secara sukarela.25 Unsur kerelaan (ridha) dan

ketiadaan kompensasi menjadi karakter utama yang membedakan hibah

dari akad pertukaran seperti jual beli atau sewa menyewa.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hibah memiliki fungsi

sosial dan ekonomi yang signifikan. Hibah memungkinkan terjadinya

distribusi manfaat secara sukarela dalam masyarakat tanpa mekanisme

pertukaran nilai yang bersifat mengikat.26 Dengan demikian, hibah

berperan memperkuat solidaritas sosial, menjaga keharmonisan hubungan,

serta menjadi instrumen moral dalam sistem ekonomi Islam.

Hibah juga memiliki perbedaan mendasar dengan akad

mu‘awadhah. Dalam akad mu‘awadhah terdapat unsur timbal balik yang

menjadi syarat sahnya transaksi, sedangkan dalam hibah tidak terdapat

kewajiban kompensasi dari penerima.27 Perbedaan ini penting untuk



23

28Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta:
Kemenag RI, 2017).
29 Al-Qur’an, Q.S. al-Baqarah [2]: 177.

menghindari kekeliruan dalam mengklasifikasikan praktik pemberian

dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Secara normatif di Indonesia, hibah telah memperoleh legitimasi

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur

tentang definisi, rukun, dan ketentuan hibah.28 Pengaturan tersebut

menunjukkan bahwa hibah bukan hanya konsep fikih klasik, melainkan

juga bagian dari sistem hukum ekonomi syariah nasional. Oleh karena itu,

hibah memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam praktik kontemporer.

2. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah bersumber dari prinsip umum dalam Al-Qur’an

dan Hadis yang menganjurkan pemberian dan tolong-menolong. Salah

satu ayat yang menjadi landasan moral praktik hibah adalah firman Allah

SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 177:29

ؤَ وُ مّسَ اؤُ ََ مْ وُوٰ وِ مَ سم يؤ وِ اؤُ وِ لم سم اؤ وِ اؤُ وَ وّ مُ ؤَ لَ عهو لُ لِ َتعٱ۟ لَعو نوَ مّسَ اؤُ وّ َُيؤ

ٱوَإ وَ وِ ۦوَ اَُْمّٱَب وِ مَ وّوٰ مَ اؤُ وِ مِ وَ مِٰ وَوٰ وِ اؤُ وِ سم مِ اؤُوؤٱ مَ اؤُيوعؤ وِ اماهَم وَ وُ ٱ وَ

وَ ي مْ وٰ رو وِ اؤُ وِ وُإٰ اؤُيووّوٰ وِ اوإٰ لْسؤ اؤُ ف مِ ىو ۦ مَ َب لِ وَإٰ وْ ِلو وِ اؤُ
Artinya : “ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan

barat itu suatu kebajikan, tetapi kebajikan ialah (kebajikan) orang yang
beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan
nabi-nabi; serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang
meminta-minta; serta (untuk) memerdekakan hamba sahaya”
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Ayat tersebut menegaskan bahwa bagian dari kebajikan adalah

memberikan harta yang dicintai kepada pihak lain, termasuk kerabat dan

orang yang membutuhkan. Pemberian yang dimaksud tidak terbatas pada

kewajiban zakat, tetapi juga mencakup bentuk pemberian sukarela seperti

hibah.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

ِاَتعٱ وُ وَ ِللِٱ وَ وَ

Artinya : “Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling
mencintai”30

Hadis ini menunjukkan bahwa pemberian, termasuk hibah dan

hadiah, memiliki dimensi sosial yang kuat karena dapat menumbuhkan

kasih sayang dan mempererat hubungan antarmanusia. Dengan demikian,

hibah merupakan perbuatan yang dianjurkan selama tidak bertentangan

dengan prinsip keadilan dan amanah.

Meskipun dianjurkan, hibah tetap harus dilaksanakan sesuai prinsip

muamalah yang menghindari gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan),

dan dharar (kerugian).31Prinsip ini menjadi batas normatif agar hibah tidak

disalahgunakan dalam praktik ekonomi modern. Oleh karena itu, dasar

hukum hibah bersifat afirmatif sekaligus regulatif.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Dalam fikih muamalah, hibah dinilai sah apabila memenuhi rukun
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dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun hibah pada umumnya meliputi

pemberi hibah (al-wahib), penerima hibah (al-mauhub lahu), objek hibah

(al-mauhub), dan sighat (ijab dan qabul).32Ketidakterpenuhinya salah satu

unsur tersebut dapat menyebabkan hibah menjadi tidak sah secara hukum

syariah.

Pemberi hibah harus merupakan pihak yang cakap hukum, yaitu

baligh, berakal, dan memiliki kewenangan atas harta yang dihibahkan.²

Hibah yang dilakukan dalam kondisi paksaan atau tanpa kepemilikan yang

sah atas objek hibah dapat dinilai batal. Oleh karena itu, unsur kepemilikan

dan kebebasan kehendak menjadi syarat dalam hibah. Hal ini sejalan

dengan prinsip kerelaan (taradi) yang menuntut adanya persetujuan tanpa

tekanan dari pihak mana pun.

Penerima hibah harus jelas identitasnya agar tidak menimbulkan

ketidakpastian hukum. Kejelasan ini penting untuk mencegah sengketa dan

memastikan adanya perpindahan hak yang sah. Dalam praktik

kontemporer, penerima hibah dapat berupa individu maupun badan hukum

selama memiliki kedudukan hukum yang jelas.

Objek hibah harus berupa harta atau manfaat yang halal, bernilai,

dan dapat diserahterimakan. Hibah atas barang yang haram atau tidak jelas

keberadaannya tidak dibenarkan dalam syariah. Sementara itu, sighat

hibah dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui mekanisme

digital sepanjang menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan para
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pihak.33

4. Macam-macam Hibah

a. Hadiah

1) Pengertian Hadiah

Secara bahasa, hadiah diartikan sebagai sesuatu yang

diberikan kepada orang lain sebagai tanda penghargaan atau

kenang-kenangan.34 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI), hadiah adalah “pemberian (kenang-kenangan,

penghargaan, atau ganjaran) kepada seseorang”, sehingga

hadiah tidak selalu dikaitkan dengan kewajiban hukum tertentu,

melainkan erat dengan aspek sosial dan psikologis penerima.

Dalam praktik muamalah, pemaknaan kebahasaan ini

membantu memahami bahwa hadiah pada dasarnya merupakan

pemberian yang lazim terjadi dalam relasi sosial.

Dalam terminologi fikih Islam, hadiah dikenal dengan

istilah hadiyyah. Ulama fikih mendefinisikan hadiah sebagai

pemberian harta kepada orang lain yang dilakukan secara

sukarela tanpa mengharapkan imbalan, sehingga karakter

utamanya adalah tabarru’ (akad kebajikan) yang didasarkan

pada kerelaan pihak pemberi.35 Pandangan Hanafiyah
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menegaskan hadiah sebagai pemindahan kepemilikan harta

kepada orang lain saat pemberi masih hidup tanpa kompensasi,

sedangkan Malikiyah dan Syafi’iyah memandangnya sebagai

pemberian yang bertujuan memuliakan dan menyenangkan

penerima serta berbeda dari akad mu’awadhah (tukar-menukar)

karena tidak ada tuntutan balasan.36

Dalam konteks ekonomi modern, hadiah sering digunakan

sebagai instrumen promosi, misalnya pemberian voucher,

bonus, atau insentif tertentu. Meskipun secara tampilan berbeda

dari hadiah klasik (yang murni sosial), secara konsep dasar

hadiah promosi tetap berangkat dari pemberian tanpa paksaan.

Karena itu, penting menilai apakah hadiah dalam bentuk

promosi masih memenuhi karakter akad tabarru’ atau telah

bergeser menjadi imbalan bersyarat yang memiliki konsekuensi

hukum berbeda dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2) Dasar Hukum Hadiah

Pemberian hadiah memiliki dasar yang kuat dalam ajaran

Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Naml ayat 3637:

ؤَ او ؤَ لْ َوَِ ِ َِ مُ يؤسخ وِ ٱهَل َوَِامٱو ِ وِ ىو ِلب وِ ام مَ َّتِاو مِ نولَ وُِلو وَ ِ وِ وَيؤ ول وَ ِ وُ ِ َِ ىووَ

وَ ع لِ وَوؤسو ؤَ لَ مّ ََ مّ وَ ام نوالَّ

Artinya : “Maka ketika (utusan itu) sampai kepada
Sulaiman, dia berkata, ‘Apakah kamu hendak memberiku
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harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada
apa yang Dia berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga
dengan hadiahmu.

Ayat ini menunjukkan bahwa praktik memberi hadiah telah

dikenal sejak zaman para nabi, dan Islam mengakuinya sebagai

perbuatan yang dibolehkan selama tidak mengandung unsur

kebatilan atau kesombongan.

3) Rukun dan Syarat Hadiah

Dalam fikih muamalah, hadiah memiliki rukun-rukun yang

harus terpenuhi agar pemberiannya dinilai sah secara syariah.38

Rukun ini menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan

antara para pihak yang terlibat, sehingga tidak menimbulkan

sengketa di kemudian hari. Adapun rukun hadiah terdiri dari

pemberi hadiah, penerima hadiah, objek hadiah, dan sighat

(ijab dan qabul).39

a. Pemberi hadiah (al-wāhib)

Adalah pihak yang memberikan hadiah kepada

orang lain. Syaratnya, pemberi hadiah harus memiliki

kewenangan penuh terhadap objek yang dihadiahkan dan

tidak berada dalam paksaan. Selain itu, pemberi hadiah

harus cakap hukum, yakni baligh, berakal, dan mampu

bertindak secara hukum, sehingga pemberian hadiah



29

dilakukan secara sadar dan sukarela.

b.Penerima hadiah (al-mauhūb lahu)

Adalah pihak yang menerima hadiah dari pemberi.

Penerima hadiah harus jelas identitasnya agar tidak

menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks

lembaga keuangan, penerima hadiah biasanya nasabah atau

calon nasabah yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga

kejelasan subjek hukum menjadi penting untuk menjaga

transparansi.

c. Objek hadiah (al-mauhūb)

Adalah barang atau manfaat yang diberikan sebagai

hadiah. Objek hadiah harus bersifat halal, bernilai, serta

dapat dimiliki dan diserahkan kepada penerima. Dalam

praktik modern seperti voucher atau bonus saldo, objek

hadiah dapat berupa manfaat atau nilai guna, asalkan

kejelasan nominal, cara penggunaan, dan batas waktunya

diinformasikan secara terbuka.

d. Sighat (ijab dan qabul)

Merupakan pernyataan kehendak dari pemberi dan

penerima hadiah yang menunjukkan adanya kerelaan. Ijab

dan qabul tidak harus selalu diucapkan secara lisan, tetapi

dapat diwujudkan melalui tindakan atau ketentuan tertulis,

seperti syarat dan ketentuan promosi dalam aplikasi digital.
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Selama sighat tersebut dipahami dan disetujui oleh kedua

belah pihak, maka unsur kerelaan dalam hadiah telah

terpenuhi.

4) Macam-macam Hadiah

Hadiah dalam perspektif fikih muamalah dapat

diklasifikasikan ke dalam beberapa macam berdasarkan tujuan

pemberian, konteks penggunaannya, dan dampak hukumnya.40

Klasifikasi ini penting untuk menentukan apakah suatu hadiah

masih berada dalam koridor akad tabarru’ atau telah bergeser

menjadi akad lain yang memiliki konsekuensi hukum berbeda.

a. Pertama, hadiah karena kasih sayang dan silaturahmi.

Hadiah jenis ini diberikan untuk mempererat hubungan

sosial, menumbuhkan rasa cinta, dan menjaga

keharmonisan antarsesama. Pemberian hadiah semacam ini

bersifat murni kebajikan dan tidak disertai dengan tuntutan

atau syarat tertentu. Dalam hukum Islam, hadiah jenis ini

sangat dianjurkan karena sejalan dengan nilai ukhuwah dan

solidaritas sosial.

b. Kedua, hadiah sebagai bentuk penghormatan atau pemuliaan.

Hadiah ini diberikan kepada seseorang karena

kedudukan, jasa, atau kehormatannya, seperti hadiah
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kepada guru, ulama, atau tamu. Tujuannya bukan untuk

memperoleh keuntungan, melainkan sebagai bentuk adab

dan penghargaan. Namun demikian, hadiah ini tetap harus

dijaga agar tidak berubah menjadi risywah (suap), terutama

jika diberikan kepada pihak yang memiliki kewenangan

tertentu.

c. Ketiga, hadiah promosi atau insentif dalam kegiatan bisnis.

Hadiah jenis ini diberikan oleh pelaku usaha atau

lembaga keuangan untuk menarik minat konsumen atau

nasabah, seperti voucher registrasi, bonus saldo, atau

potongan biaya layanan. Dalam konteks hukum ekonomi

syariah, hadiah promosi diperbolehkan selama tidak

mengandung unsur penipuan, gharar, riba, atau paksaan.41

Kejelasan syarat dan mekanisme pemberian menjadi faktor

utama agar hadiah ini tetap sesuai dengan prinsip syariah.

d. Keempat, hadiah yang dikaitkan dengan syarat atau tindakan

tertentu.

Hadiah ini diberikan apabila penerima melakukan suatu

perbuatan, seperti mendaftar aplikasi, menyelesaikan

transaksi, atau memenuhi target tertentu. Bentuk hadiah

seperti ini perlu dikaji lebih cermat, karena secara substansi

dapat bergeser dari hadiah murni menjadi “imbalan” atas
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perbuatan tertentu, sehingga mendekati konstruksi akad lain

(misalnya ju‘alah) jika syaratnya jelas dan imbalannya

dijanjikan atas suatu tindakan. Karena itu, transparansi

syarat, kerelaan penerima, dan kejelasan mekanisme

menjadi titik krusial agar tidak menimbulkan gharar atau

kesan memaksa.

e. Kelima, hadiah undian atau berbasis keberuntungan.

Hadiah jenis ini diberikan melalui mekanisme undian

atau peluang yang tidak pasti, misalnya lucky draw atau

giveaway berbasis kesempatan. Dalam perspektif

muamalah, model ini memerlukan kehati-hatian karena

dapat berpotensi mengandung unsur maisir apabila peserta

diminta mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan peluang

hadiah. Karena itu, hadiah undian pada umumnya dinilai

lebih aman secara syariah apabila tidak ada unsur taruhan,

tidak merugikan peserta, dan ketentuannya dibuat jelas

serta tidak menipu

b. Shadaqah

1. Pengertian Shadaqah

Secara bahasa, shadaqah berasal dari kata ṣidq yang

bermakna benar, sehingga shadaqah dapat dipahami sebagai

pemberian yang mencerminkan kebenaran iman seseorang. Dalam

pengertian umum yang sering dipakai di masyarakat, shadaqah
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(sedekah) adalah pemberian sukarela untuk membantu orang lain

dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Shadaqah tidak selalu

identik dengan uang, karena bentuknya dapat berupa barang,

manfaat, atau tindakan kebaikan yang dinilai bernilai ibadah dan

sosial.42

Dalam perspektif ekonomi syariah, shadaqah memiliki dua

dimensi yang saling terhubung, yakni dimensi ubudiyah (ibadah)

dan dimensi sosial-ekonomi (kepedulian dan distribusi

kesejahteraan). Shadaqah dipandang sebagai salah satu instrumen

keuangan sosial Islam yang bekerja melalui mekanisme pemberian

sukarela, berbeda dengan zakat yang bersifat wajib. Karena itu,

shadaqah sering diposisikan sebagai penguat solidaritas sosial dan

sarana mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.43

2. Dasar Hukum Shadaqah

Shadaqah memiliki dasar hukum dalam Al-Qur’an yang

menegaskan nilai pensucian diri dan keberkahan melalui

pemberian. Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan adalah

Q.S. at-Taubah ayat 103:

ََ ىم ۖ ؤَ مَ وَيؤ وْ ََب وً وِ ِ وَ ام ؤَ مَ ي َْب لَيو وِ ؤَ هل سل ََب وُ لَ صِ وُ وّ وً ؤَ مَ ٱمُ عو ؤُ نو ؤَ مُ ؤُ لِ
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خَ مَي وْ خَ ي مِ وو ٱهَل وِ ۗ ؤَ لَ وُ خَ وَ وو وَ وَ وَ وً

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka,
dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi)
ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui.”44

Ayat tersebut menekankan bahwa pengeluaran harta

(shadaqah/zakat) berfungsi menyucikan dan menumbuhkan

kebaikan, sehingga memberi legitimasi kuat terhadap praktik

memberi dalam Islam. Walaupun konteks ayat sering dipahami

terkait zakat, lafaz “ṣadaqah” pada ayat ini juga memperlihatkan

prinsip umum bahwa pemberian harta memiliki nilai tazkiyah

(pensucian) dan maslahat sosial.

3. Rukun dan Syarat Shadaqah

Dalam fikih muamalah, shadaqah sebagai pemberian

sukarela tetap perlu dipahami melalui unsur-unsur akad agar

pelaksanaannya jelas dan tidak memunculkan sengketa. Rukun

shadaqah pada dasarnya sejalan dengan konsep pemberian

(tabarru’), yaitu adanya pihak pemberi, pihak penerima, objek

yang diberikan, dan bentuk pernyataan kehendak yang

menunjukkan kerelaan. Dengan pemenuhan rukun ini, shadaqah

menjadi praktik yang tertib, sah, dan sejalan dengan prinsip
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kejelasan dalam muamalah.

a. Pemberi shadaqah (al-mutaṣaddiq)
Pemberi shadaqah adalah pihak yang menyerahkan harta

atau manfaat secara sukarela. Pemberi harus cakap hukum, berakal,

dan memiliki kewenangan atas harta yang disedekahkan agar tidak

menimbulkan unsur kedzaliman. Shadaqah yang diberikan dari

harta yang bukan miliknya atau diberikan karena paksaan dapat

menghilangkan unsur ridha, padahal ridha merupakan inti dari akad

tabarru’.

b. Penerima shadaqah (al-mutaṣaddaq lahu)

Penerima shadaqah adalah pihak yang menerima

pemberian, baik individu maupun kelompok yang jelas

keberadaannya. Kejelasan penerima diperlukan agar tujuan

shadaqah tepat sasaran, terutama bila shadaqah dimaksudkan untuk

membantu kebutuhan tertentu. Dalam praktik modern, penerima

dapat berupa lembaga sosial resmi, sepanjang lembaga tersebut

amanah dan mekanisme penyalurannya transparan.

c. Objek shadaqah (al-mutaṣaddaq bih)

Objek shadaqah dapat berupa harta, barang, atau manfaat

yang halal dan bernilai. Objek harus jelas, dapat diserahterimakan,

serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariah. Dalam

konteks kontemporer, objek juga dapat berupa layanan atau

manfaat yang memudahkan kebutuhan orang lain, selama tetap
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memenuhi prinsip kehalalan dan kejelasan.

d. Sighat (ijab dan qabul)

Sighat merupakan bentuk pernyataan kehendak pemberi

untuk bershadaqah dan penerimaan pihak yang diberi, baik secara

lisan, tertulis, maupun melalui tindakan nyata. Sighat tidak harus

formal, namun harus menunjukkan kerelaan dan tidak mengandung

penipuan atau manipulasi. Dalam shadaqah digital, sighat sering

tercermin melalui persetujuan donasi dan konfirmasi transaksi,

sehingga aspek transparansi dan amanah menjadi sangat penting.

4. Macam-macam Shadaqah

Shadaqah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam

berdasarkan bentuk dan cara pelaksanaannya. Klasifikasi ini

penting untuk menunjukkan bahwa shadaqah tidak terbatas pada

pemberian uang, tetapi mencakup berbagai perbuatan kebaikan

yang bermanfaat. Dengan pengelompokan tersebut, shadaqah dapat

dipahami lebih luas sebagai mekanisme penguatan keadilan sosial

dan pemberdayaan masyarakat.

a. Pertama, shadaqah māliyyah (shadaqah harta).

Shadaqah jenis ini berbentuk pemberian harta seperti uang,

bahan makanan, pakaian, atau kebutuhan dasar lainnya. Shadaqah

māliyyah umumnya menjadi bentuk yang paling dikenal karena

dampaknya langsung pada pemenuhan kebutuhan penerima. Dalam

konteks ekonomi syariah, shadaqah harta dapat mempercepat
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pemulihan ekonomi kelompok rentan dan memperkuat daya tahan

sosial dalam menghadapi kesenjangan.

b. Kedua, shadaqah ‘ainiyyah (shadaqah barang/manfaat).

Shadaqah ini berupa barang atau manfaat yang dapat

digunakan penerima, misalnya memberikan alat kerja, buku,

layanan antar, atau meminjamkan fasilitas yang bermanfaat.

Bentuk ini menegaskan bahwa shadaqah tidak selalu harus berupa

uang, melainkan segala bentuk pemberian yang memiliki nilai guna

yang jelas. Karena bersifat manfaat, shadaqah ‘ainiyyah sering

dipandang efektif untuk mendukung pemberdayaan, terutama bila

diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penerima.

c. Ketiga, shadaqah khidmah (shadaqah layanan/tenaga).

Shadaqah khidmah berbentuk bantuan tenaga atau layanan,

seperti membantu pekerjaan orang lain, mengajar, menolong proses

administrasi, atau layanan sosial yang memudahkan urusan pihak

lain. Bentuk ini menegaskan bahwa shadaqah mencakup setiap

amal baik yang memberi kemaslahatan. Dalam penguatan ekonomi

umat, shadaqah layanan dapat menjadi penggerak partisipasi sosial

dan memperluas dampak kebajikan tanpa harus menunggu

kemampuan finansial besar.

d. Keempat, shadaqah dalam kerangka pemberdayaan ekonomi.

Dalam praktik kontemporer, shadaqah juga dikembangkan

dalam model yang lebih terstruktur untuk tujuan pemberdayaan,
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seperti penguatan usaha kecil, bantuan modal mikro, atau program

produktif komunitas. Orientasi shadaqah semacam ini bukan hanya

konsumtif, tetapi mendorong kemandirian penerima sehingga

manfaatnya berkelanjutan. Pola ini memperlihatkan bahwa

shadaqah dapat berperan sebagai instrumen ekonomi syariah yang

membumi dan relevan dalam menjawab persoalan kemiskinan.

c. Risywah

1.Pengertian Risywah

Risywah secara bahasa berarti sesuatu yang diberikan untuk

memperoleh tujuan tertentu melalui jalan yang tidak benar. Dalam

terminologi fikih muamalah, risywah diartikan sebagai pemberian

kepada pihak tertentu dengan maksud mempengaruhi keputusan,

memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, atau

membelokkan kebenaran.45 Dengan demikian, risywah berbeda

secara mendasar dari hibah atau hadiah, karena motifnya bukan

kebajikan, melainkan kepentingan yang merusak prinsip keadilan.

Dalam praktik sosial, risywah sering kali dibungkus dalam

bentuk “hadiah” atau “ucapan terima kasih”, padahal secara

substansi mengandung unsur manipulasi keputusan. Oleh karena

itu, analisis terhadap suatu pemberian harus mempertimbangkan

motif dan dampaknya, bukan hanya bentuk lahiriahnya.46Apabila
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pemberian tersebut mempengaruhi independensi penerima dalam

mengambil keputusan, maka praktik tersebut termasuk kategori

risywah yang dilarang.

2. Dasar Hukum Risywah

Larangan risywah memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam.

Salah satu ayat yang menjadi rujukan adalah Q.S. Al-Baqarah ayat

188.47

مَ ِ ََ لُ ٱؤُ ىموُإ ِ وَ ام لُعٱ ؤّ لَ وِ مَ وِّلم امِؤُ ؤَ لَ وْ اويؤ ؤَ لَ ٱوُ عو ؤُ نو لَعٱ لْ ؤُ وَ لو وِ
وَ ع لِ وَ وَوؤ ؤَ لّ نواؤ وِ مَ ملؤ امِثؤ ٱَُِْلم ٱلم عو ؤُ نو ؤَ مُ َصِْ ىوسم لَعٱ لْ ؤُ مُوّ

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, dan (jangan pula) kamu menyuap hakim
dengan harta itu, supaya kamu dapat memakan sebagian harta
orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini yang melarang memakan harta orang lain secara

batil dan menyuapkannya kepada hakim untuk memperoleh

keputusan yang tidak adil. Ayat ini menjadi landasan bahwa

pemberian yang bertujuan merusak keadilan merupakan perbuatan

tercela dan dilarang.

3. Risywah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, risywah

dipandang sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip
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keadilan (‘adl), amanah, dan transparansi.48 Risywah menciptakan

ketimpangan akses serta merusak persaingan yang sehat dalam

sistem ekonomi. Oleh karena itu, risywah tidak dapat dibenarkan

meskipun dikemas dalam bentuk hadiah atau insentif.

Dalam praktik kontemporer, risywah dapat muncul dalam

bentuk pemberian fasilitas, komisi tidak resmi, atau hadiah bernilai

tinggi kepada pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan. Jika

pemberian tersebut mempengaruhi keputusan atau melanggar hak

pihak lain, maka statusnya jelas sebagai risywah dan hukumnya

haram.49Dengan demikian, pembahasan risywah penting untuk

menjaga kemurnian konsep hibah dan hadiah dalam fikih

muamalah.

5. Ju’alah
1. Definisi Ju’alah

Secara etimologis, ju‘alah berasal dari kata ja‘alah yang berarti

“menjadikan” atau “menentukan sesuatu untuk sesuatu.”50 Dalam

terminologi fikih, ju‘alah adalah janji dari seseorang (al-ja‘il) untuk

memberikan imbalan kepada pihak lain (al-‘amil) apabila berhasil

melakukan pekerjaan tertentu yang dikehendaki oleh pemberi janji,
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tanpa adanya keharusan pekerjaan itu diselesaikan atau dilakukan oleh

pihak tertentu sejak awal.51 Ju’alah menurut 4 madzhab :

a. Mazhab Hanafi

Ju‘alah dianggap sebagai bentuk ijarah fasidah (sewa jasa tidak

sempurna). Hal ini karena pekerjaan yang diperjanjikan dalam

ju‘alah tidak dijelaskan secara spesifik seperti dalam ijarah biasa.

Mazhab Hanafi membolehkan ju‘alah dalam kondisi darurat atau

kebutuhan umum, dengan syarat bahwa pekerjaan yang dilakukan

memberikan hasil yang bermanfaat secara nyata. Mereka

memandang bahwa meskipun struktur ju‘alah kurang memenuhi

unsur ijarah yang lengkap, tetap sah karena mendatangkan maslahat

dan tidak mengandung unsur haram secara eksplisit.52

b. Mazhab Maliki

Mereka menganggap ju‘alah sebagai akad yang sah dan

mandiri, bukan hanya turunan dari ijarah.53 Ulama Maliki

mendasarkan kebolehannya pada praktik yang telah dikenal

luas dalam masyarakat (‘urf) serta dalil eksplisit dari Al-

Qur’an (QS. Yusuf: 72). Dalam pandangan mereka, ju‘alah

sangat penting karena memberikan ruang partisipasi

masyarakat secara sukarela dalam menyelesaikan suatu
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permasalahan yang terbuka untuk umum.54 Oleh karena itu,

Maliki tidak mempersyaratkan kejelasan penuh pada detail

pelaksana kerja, asalkan hasil dan bentuk kompensasi telah

dijelaskan.55

c. Mazhab Syafi’i

Beliau membolehkan ju‘alah dengan beberapa batasan.

Menurut mereka, ju‘alah merupakan akad yang sah apabila

pekerjaan yang dimaksud diketahui secara jelas, dan

imbalannya telah disebutkan dengan pasti. Ulama Syafi’iyah

sangat memperhatikan aspek kejelasan agar tidak

menimbulkan unsur gharar. Dalam hal ini, mereka

menekankan pentingnya spesifikasi hasil pekerjaan, bukan

hanya jenis pekerjaan. Jika pekerjaan tersebut belum jelas

hasilnya atau imbalan tidak disebutkan dengan tegas, maka

akad dianggap tidak sah. Pandangan ini menjadikan Syafi’iyah

sebagai mazhab yang paling hati- hati dalam menetapkan

sahnya ju‘alah.

d. Mazhab Hanbali

Memiliki pendapat yang hampir serupa dengan Maliki.

Mereka mendefinisikan ju‘alah sebagai janji pemberian

kompensasi kepada siapa saja yang berhasil melakukan

pekerjaan tertentu, tanpa syarat harus ada akad dua arah sejak
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awal.56 Menurut Hanabilah, ju‘alah adalah akad yang sah

secara mutlak, bahkan meskipun pelaksananya belum

diketahui sejak awal. Hal ini didasarkan pada dalil hadis sahih

tentang ruqyah dan kompensasi berupa kambing.57 Bagi

mereka, ju‘ālah sangat cocok diterapkan dalam situasi di mana

tidak mungkin menunjuk pelaksana spesifik,atau ketika

pekerjaannya hanya dapat dinilai dari hasil akhirnya saja.

2. Dasar Hukum Ju’alah

Akad ju‘ālah memiliki dasar hukum yang sah dalam syariah,

baik yang bersumber dari Al-Qur’an, sunnah, maupun ijma’ ulama.

Para ulama fikih telah bersepakat mengenai kebolehan akad ju‘ālah

karena mengandung unsur kemaslahatan dan memberikan kemudahan

dalam transaksi muamalah.58 Ijma’ menegaskan bahwa akad ju‘ālah

merupakan salah satu bentuk akad yang dibenarkan dalam hukum

Islam sepanjang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.59

a. Al-Qur’an

Dalil tentang ju‘alah dapat ditemukan dalam kisah Nabi Yusuf

AS60:

خَ ي مْ وٌ ۦ مَ ام نواوِ۠ وِ يسب اووم لَ ؤِ مِ ۦ مَ ام وَ ِٓ وُ َ وِ مُ وِ مَ مَ وِ اؤُ وُ ٱ عو لً لّ مْ اووؤ وُِلُعٱ۟
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Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala
raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh
bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin
terhadapnya".

Ayat ini menunjukkan adanya janji pemberian imbalan

kepada siapa saja yang berhasil menemukan piala Raja, tanpa

ditentukan siapa yang akan mencarinya. Ini merupakan bentuk

ju‘alah, karena pekerjaan dibuka untuk umum dan upah diberikan

jika tujuan tercapai.

b. Hadis Nabi SAW

Dalam hadis shahih, Rasulullah SAW memperbolehkan

ju‘alah. Salah satunya adalah:

مَ ٱُاَِ وَ مُ ِ يوص مُ وُ لَ عؤ وُ ؤْ ىووُ نوا ىووّسو ا مَ وِّ مَ ٱؤُ مِ وُ امووِمَ مَ وَيؤ وْ نو وْسو ىو وَ وَ وُ ىوِاؤ
“Lalu ia membacakan (ruqyah) dengan Surah Al-Fatihah,

maka orang itu sembuh, dan mereka pun memberinya seekor (atau
beberapa) kambing.”61

Hadis ini meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak

melarang pemberian imbalan kepada sahabat yang berhasil

menyembuhkan seorang kepala suku dengan ruqyah. Ini

menunjukkan kebolehan akad ju‘alah secara syar‘i.

c. Ijma’ Ulama

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan

Hanbali menyatakan bahwa ju‘alah adalah akad yang sah dan

dibolehkan dalam muamalah, selama memenuhi syarat-syarat
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syariah. Akad ini dinilai memberikan fleksibilitas dalam

transaksi, terutama dalam kegiatan yang bersifat hasil akhir,

bukan pada proses kerja tetap.62

3. Rukun dan Syarat Ju’alah

Agar suatu akad ju‘alah sah dan dapat diberlakukan menurut

hukum Islam, maka harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana

ditetapkan oleh ulama fiqih. Rukun ju‘alah merupakan unsur-unsur

pokok yang harus ada dalam akad, sedangkan syarat merupakan

ketentuan tambahan yang menyempurnakan keberlakuan akad tersebut

secara syar’i.

a. Rukun Ju‘alah

Menurut ulama, rukun ju‘alah terdiri dari tiga unsur utama63:

1) Al-Ja’il (pemberi imbalan)

Yaitu pihak yang mengajukan janji untuk memberikan

kompensasi apabila pekerjaan berhasil dilakukan. Pihak ini

haruslah memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), baik berupa

individu, perusahaan, maupun lembaga.

2) Al-‘amil (pelaksana kerja)

Pihak yang melakukan pekerjaan dengan harapan

mendapatkan imbalan. Dalam ju‘ālah, pelaksana ini tidak perlu

ditentukan di awal, bahkan dapat bersifat umum atau terbuka
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bagi siapa saja yang memenuhi tugas.

3) Amal (pekerjaan)

Yakni jenis tugas yang dijanjikan. Pekerjaan ini harus

memberikan manfaat yang sah menurut syariat dan dapat

diukur hasilnya. Pekerjaan yang diharamkan atau tidak

memiliki nilai manfaat tidak dapat dijadikan objek ju‘alah.

4) Ju‘l (imbalan)

Yaitu kompensasi atau hadiah yang dijanjikan kepada

pelaksana kerja apabila tugasnya berhasil diselesaikan.

Imbalan ini harus diketahui bentuk dan nilainya secara jelas

sejak awal akad.

b. Syarat Sah Ju‘alah

Agar ju‘alah dianggap sah secara syar’i, maka akad ini harus

memenuhi beberapa syarat sebagaimana dijelaskan dalam literatur

fikih dan hukum ekonomi syariah.64

1) Imbalan harus diketahui dengan jelas

Nilai dan bentuk imbalan (ju‘l) yang dijanjikan oleh al-

ja’il harus disebutkan secara jelas dalam akad. Tidak boleh

samar atau tergantung pada ketentuan yang tidak

transparan, karena dapat menyebabkan gharar.

2) Pekerjaan yang dilakukan harus halal dan bermanfaat
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Tugas atau tindakan yang dilakukan oleh pelaksana

harus sesuai dengan syariat dan memberikan hasil yang

bisa diukur secara rasional. Misalnya, mengundang

pengguna baru, menyelesaikan registrasi aplikasi, atau

menyebarkan informasi.

3) Pekerjaan harus memiliki hasil yang terukur

Akad ju‘alah hanya sah jika pekerjaannya berorientasi

pada hasil, bukan proses semata. Dengan demikian, harus

ada capaian yang menjadi ukuran apakah pelaksana berhak

menerima imbalan.

4) Tidak ada syarat tersembunyi yang merugikan

Akad harus bebas dari unsur tadlis (penyesatan) atau

gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, semua ketentuan

harus disampaikan kepada pihak pelaksana dengan

transparan dan tidak disembunyikan dalam syarat-syarat

yang samar.

5) Adanya kesukarelaan dari pelaksana

Pelaksana kerja tidak dipaksa untuk melakukan

pekerjaan, karena ju‘alah adalah akad yang bersifat

sukarela. Oleh karena itu, ridha kedua belah pihak harus

dijaga sejak awal.


